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ABSTRAK 

 
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA 

TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

Oleh 

Okta Saputra 

 
 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggung 

jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? dan Apakah sanksi 

pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang- 
' Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  ?. Jenis 

penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, 

yaitu menggambarkan. 

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggungjawab pelaku penambangan 

Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : apabila tindak pidana dilak:ukan oleh 

perseorangan dapat dipidana Penjara dan denda berdasarkan Pasal 161 Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi 

bila pelakunya adalah badan hukum, maka dapat dijatuhkan terhadap badan 

hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per 

tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dan Sanksi 

Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

adalah dapat berupa :Sanksi pidana Penjara; Denda; Terhadap badan hukum 

tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali 

dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan; Perampasan barang 

yang digunakan dalam melak:ukan tindak pidana; Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana; dan/atau; Ke ajiban membayar biaya yang timbul 

akibat tindak pidana 
 

Kata K nci : Sansksi pidana, Tambang Batu.hara, Tanpa Izin 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan 

bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin 

bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan mania.at yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa 

kini maupun genarasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, 

dilakukannya  kegiatan   pemanfaatan   sumber  daya  alam   daJam  wilayah 

yurisdiksiny.a yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksinya 
 

Negara lain serta melindungi Negara terhadap  dampak  kegiatan  di  luar 

wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul 

kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 

sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung 

jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. 

Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya 

pembangunan. 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian 

 
(tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas,  perak, 

tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi 

potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini. 

 

 
1 
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Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara menyatakan bahwa : Segala bahan galian yang terdapat dalam 

wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan 

alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa 

Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipe.rgunakan oleh Negara untuk 

sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Kedua pemyataan tersebut merupakan bentuk jam inan dari negara 

untuk kemakmuran rayat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya 

alam yang tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tu.ban yang Maha 

Esa.
1

 

Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan 

galian tidak hanya menjadj monopoli pemerintah saja, tapi juga diberikan hak 

kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian 

sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum 

harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian 

secara optimal. 

 
Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh; 

a. instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri 

b. perusahaan Negara 

c. perusahaan Dae.rah 

d. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah 

e. koperasi 

f. badan atau Perseorangan swasta yang memenuhl syarat-syarat yang 

dim.aksud dalam pasal 12 ayat (1) 

g. perusahaan dengan modal berasma antara Negara dan/atau Daerah 

dengan koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang 

memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 
 

 

1 Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia , S inar Grafika, Jakarta, hlm.6. 



3 

 

 

 

 

h. pertambangan rakyat 

Fungsi pihak pemerintah agar orang atau badan hukum dapat 

mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah daerah 

(provinsi/kabupaten dan kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak 

karya, perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum 

tersebut. Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam 

golongan galian strategis dan golongan bahan galian vital , baru dapat 

dilaksanakan apabila terlebih dahulu telab mendapat kuasa pertambangan.2 

Kuasa pertambangan dituangkan dalam surat keputusan kuasa 

pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa 

pertambangan, yaitu bupati/walikota, gubemur dan menteri sesuai dengan 

wilayah kuasa pertambangannya dan setelah memperhatikan beberapa hal yang 

telah ditentukan peraturan perundang-undangan. 

a. Kewenangan Bupati/Walikota 

 
Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa 

pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam 

kabupaten/kota dan atau di wilayah 4 mil laut. 

b. Kewenangan Gubemur 

 
Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila 

wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah 

kabupaten/kota dan ticlak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota 

maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi , dan/atau di wilayah 

laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut 

c. Kewenangan Menteri 
 

 

 

 

 

 
 

2 Salim HS, 2014. Hukum Pertambangan, Mmeral clan Batubara, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 7 
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Meteri berwenang menerbitkan kuasa perta.mbangan apabila wilayah 

kuasa perambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan 

tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan/atau di wilayah laut yang 

letaknya 12 mil laut. 

Berdasarkan jenisny menurut pasal 14 Undang-undang Pertambaogan 

Umum. kuasa pertambangan dibedakan sesuai dengan usaha pertarnbangan 

yang dilakukan seperti eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemumian, 

pengangkutan dan penjualan. 3 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hat yang bersangkut paut dengan penambangan 

Batubara tanpa lzin untuk maksud  tersebut  selanjutnya  dirumuskan  dalam skripsi 

ini yang berjudul : SANKSI PJDANA · TERHADAP PELAKU 

PENAMBANGAN BATU BARA TANPA IZJN MENURUT UNDANG 

UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBARA. 

 

B. Permasalahan 
 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa lz.in 

menurut Undang•Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara ? 

 

 

 

 

 

3  
Adrian Sutedi, 2013,  Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, him 4 
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2. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin 

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara ? 

 
 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan pennasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Tanggung jawab pelaku 

penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut 
 

Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

2. Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut 

 

Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

 
 

D. Definisi Konseptual 

 

1. Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan  dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau  bataubara  

yang meliputi penyelidkan umum, eks ploitasi, studi kelayakan, konstruksi, 
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penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan pasca tambang. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan dan Batubara). 

2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonanyang terbentuk secara 

 
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 4 

tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara). 

3. Sanksi adalah penderitaan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku 
 

. Tindak pidana.4 

 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Jenis PeneHtian yang digunakan dalam skrip i ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum Normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkaii;- j urnal, hasH penelitian, artikel dan 

buku-buku Jainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

 
diperoleh dari pustaka, antara lain: 

 
a. Bahan hukum primer 

 

 

 
 

4 Moeljatno, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, blm 16. 
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Bahan hokum yang mempunyai otoritas (authoritatij) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Yaitu bahan bukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

bukum primer, seperti rancangan undang-undang,  basil-basil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengu!llpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasiJ penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait· dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 
 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bennutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 
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sistematis , logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasiJ dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran  yang  berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-

hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga basil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan  sistematika  sebagai  berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Asas Hukum 

Pertambangan, TujHan Pemi danaan, Pertanggung Jawaban Pidana. 

Bab Ill, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab 

pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sanksi pidana 

terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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